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ABSTRAK 

Perceraian ialah putusnya ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan 

perkawinan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Sebagai perbuatan hukum, perceraian memiliki akibat terhadap harta bersama yang 

diperoleh selama perkawinan berlangsung. Terhadap masalah harta bersama itu dapat 

diselesaikan pengadilan. Skripsi ini membahas masalah bagaimana pertimbangan hakim 

dalam menetapkan royalti Hak Cipta sebagai harta bersama berdasarkan Putusan No. 

16/Pdt.G/2024/PTA.JK dan bagaimana pembagian royalti Hak Cipta sebagai harta 

bersama berdasarkan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti Hak Cipta sebagai harta 

bersama dan menganalisis pembagian royalti Hak Cipta sebagai harta bersama. Jenis 

penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yang mengambil bahan-bahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang dapat mendukung 

analisis yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan Majelis Hakim 

menetapkan royalti Hak Cipta sebagai harta bersama karena royalti merupakan benda 

bergerak yang tidak berwujud, tidak adanya perjanjian perkawinan, dan royalti Hak Cipta 

itu diperoleh ketika perkawinan berlangsung, sedangkan terhadap pembagian royalti Hak 

Cipta sebagai harta bersama didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

dimana baik suami ataupun istri keduanya menerima separuh bagian dari harta bersama 

mereka. 

Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Royalti Hak Cipta 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan 

merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria 

dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan 

yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Masa Esa itu 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan/atau kerohanian, 

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah dan/atau jasmaniah, 

tetapi juga unsur batiniah dan/atau rohaniah.1 

Perkawinan menurut hukum islam sebagai suatu perjanjian yang 

ditegaskan dalam pengertian yuridis berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

yaitu bahwasanya perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu 

akad yang sangat kuat atau misaqan ghaliza untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

 
1 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2014, hlm. 2. 
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ditegaskan pula tujuan dari perkawinan itu yakni untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan jika seorang perempuan 

dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan mengikat satu sama lain 

dalam ikatan perkawinan, maka mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-

peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing 

pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai 

kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Secara sederhana, 

jika salah satu pihak ingin memutus ikatan tersebut, maka suami istri tidak 

semata-mata dapat menghentikannya begitu saja, melainkan dengan terikat 

dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai perikatan perkawinan 

tersebut.2  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun 

Kompilasi Hukum Islam, keduanya sama-sama menyatakan bahwa suatu 

perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu [vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 

1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam]. Prinsip ini mengedepankan 

keseimbangan (kafa’ah) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. 

Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya 

menentukan lain.3  

 
2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, 2009, hlm. 81. 
3  Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2006, hlm. 264-267. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang dikatakan sebagai harta bersama ialah harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan. Undang-undang perkawinan menyerahkan 

pengaturan harta bersama kepada hukum mereka masing-masing. Oleh karena itu, 

terhadap harta bersama dapat diatur berdasarkan hukum agama, hukum adat 

ataupun hukum lainnya. Namun, jika para pihak tidak mengatur demikian, maka 

terhadap harta bersama ini berlaku ketentuan pasal a quo bahwa baik suami 

maupun istri mempunyai hak yang sama, sehingga bila terjadi perceraian, maka 

harta bersama tersebut akan dibagi dua secara setara pada suami dan istri (jika 

tiada perjanjian kawin yang mengikat sebelum perkawinan berlangsung). 4 

Terjadinya perkawinan menciptakan suatu akibat hukum bagi kedua mempelai, 

yakni hak dan kewajiban sebagai suami, hak dan kewajiban sebagai istri, hak dan 

kewajiban bagi anak (bila memiliki), serta yang tak kalah penting adalah harta 

bersama.  

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu, menurut Pasal 85 Kompilasi 

Hukum Islam, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing 

suami atau istri. Kemudian, menurut Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, pada 

dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena 

perkawinan. Ini berarti bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh 

 
4  B. Resti Nurhayati dan Ign. Hartyo Purwanto, Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan 

Keluarga, Semarang: Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, 2016, hlm. 75. 
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olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai oleh 

suami.5  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang biasa dikenal dengan sebutan 

Kekayaan Intelektual (KI), merupakan hak yang muncul dari hasil kemampuan 

intelektual manusia dalam bidang apapun. HKI sendiri adalah hak khusus yang 

ada di ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan 

sastra. Bentuk kepemilikan HKI bukan terhadap barang atau jasa, melainkan 

terhadap hasil kemampuan pikir manusia yakni berupa ide atau gagasan.6 Objek 

yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul (output) 

karena kemampuan intelektual manusia.  

Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi hak 

cipta (copyrights), merek (trademarks), perlindungan varietas tanaman, desain 

industri (industrial design), paten, desain tata letak sirkuit terpadu (lay-out designs 

of integrated circuits), dan rahasia dagang (trade secret).7 Perlindungan hukum 

tersebut dimaksudkan agar pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik 

perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau 

mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat 

menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan 

 
5 Ibid., hlm. 419. 
6  Budi Agus Riswandi, dkk, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT 

RajaGrafindo, 2005, hlm. 187. 
7  Muhammad Citra Ramadhan, dkk, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Deliserdang: 

Universitas Medan Area Press, 2023, hlm. 17-18. 
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iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan 

kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan.8  

Berdasarkan Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta sebagai salah satu kekayaan intelektual 

yang dilindungi ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Karya-karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hak 

cipta adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan karya-

karya tersebut haruslah diwujudkan terlebih dahulu yang dapat dilihat, dibaca, 

didengarkan dan sebagainya sesuai dengan amanat peraturan perundang-

undangan. Dengan gambaran seperti itu, menunjukkan bahwa hak cipta 

mempunyai syarat substantif yang meliputi originalitas, kreativitas, dan fiksasi. 9 

Dalam hak cipta terkandung 2 (dua) jenis hak, yakni hak moral (moral 

rights) dan hak ekonomi (economic rights). Hak moral merupakan hak yang hanya 

dapat dimiliki oleh pencipta dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya 

(pelaksanaan hak moralnya saja yang dapat dialihkan). Hak moral memberi 

pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi eksploitasi ciptaannya, terutama dari 

dimensi moral. Melalui hak moral ini pula, pencipta dapat melarang orang lain 

 
8 Mario Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal 

Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 03 September, 2017, hlm. 302. 
9 Muhammad Citra Ramadhan, dkk, Op. Cit, hlm. 19. 
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mengubah atau mengurangi ataupun memperlakukan ciptaannya secara tidak 

pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah right of integrity.10 Pada hak ekonomi, 

intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih 

payah pencipta terbayar kembali sebab perlindungan hak cipta bukan semata-mata 

hanya diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta saja, melainkan juga pada 

kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan. 11  Kepentingan ekonomi 

tersebut mengarahkan pencipta pada istilah yang bernama royalti.  

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau 

produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sehingga 

dapat disimpulkan royalti ialah nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak 

kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan 

intelektual, yang besarannya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu 

tertentu. Royalti ini kemudian dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif 

(LMK) berbentuk badan hukum untuk memegang dan mengelola hak cipta atas 

kuasa yang diberikan pencipta karya.12  

Dewasa ini, hak cipta menjadi objek dari harta bersama sebagaimana 

diputus dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan Putusan Nomor 

16/Pdt.G/2024/PTA.JK.  

 
10 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 13. 
11 Ibid., hlm. 15. 
12 Diana Tantri Cahyaningsih, Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 

Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 3 Juli, 2024, hlm. 268. 
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Pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, Hak Cipta yang terdiri atas 

hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi ini berbentuk royalti dan kedudukan 

royalti termasuk dalam objek harta bersama perkawinan. Dalam hal ini oleh 

karena royalti itu bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari Hak Cipta, 

sedangkah Hak Cipta itu sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan sebagai benda 

bergerak tidak berwujud. Di samping itu, pada Putusan Nomor 

16/Pdt.G/2024/PTA.JK, memperkuat pertimbangan hakim pengadilan tingkat 

pertama dengan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa harta 

bersama itu bisa berwujud seperti benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-

surat berharga, kemudian yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 

kewajiban.  

Ina Idola Rusli (istri) selaku Penggugat mengajukan gugatan cerai pada 

tahun 2023 terhadap suaminya Virgoun Putra Tambunan selaku Tergugat yang 

aktif bekerja sebagai penyanyi sejak tahun 2009 hingga sekarang. Ina dan Virgoun 

melakukan pernikahan pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak. Namun, 

seiring berjalannya waktu, terjadi disharmonisasi di antara mereka sehingga 

keduanya memutuskan untuk bercerai. 13  

Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum mengenai talak, 

nafkah kepada anak, dan juga yang tak kalah penting ialah menetapkan objek-

 
13 Nayla Berlianti Puspadewi, Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti Yang Dijadikan Harta 

Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, Jurnal Ilmu Hukum, 

Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 4 Mei, 2024, hlm. 898. 
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objek dari harta bersama yang salah satunya ialah hak cipta dari beberapa lagu 

yang diciptakan oleh Tergugat selama perkawinan berlangsung yang berjudul 

Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, Selamat. Penggugat dalam hal ini meminta 2/3 

bagian dari royalti lagu-lagu tersebut dibayarkan setelah perkawinan putus karena 

perceraian. 14 Hakim tidak mengabulkan jumlah bagian royalti yang dimintakan 

Penggugat. Hanya 50% atau setengah dari royalti tersebut yang ditetapkan oleh 

hakim sebagai bagian dari Penggugat. 

Tak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, Virgoun 

mengajukan banding terhadap Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB ke 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dalam memori bandingnya, Virgoun meminta 

supaya majelis hakim untuk membatalkan Putusan Nomor 

1622/Pdt.G/2023/PA.JB sehingga lahirlah Putusan Nomor 

16/Pdt.G/2024/PTA.JK. 

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan 

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK ini membawa perkembangan yang luar 

biasa bagi dua konsentrasi hukum yang berbeda, yakni hukum kekayaan 

intelektual dan hukum perkawinan.  

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dibahas secara ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan 

 
 14  Hanifah Indriyani Anhar, Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut 

Hukum Nasional dan Hukum Islam, Jurnal Tana Mana, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2024, hlm. 90. 
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Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus 

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti hak cipta sebagai 

harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK? 

2. Bagaimana pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama setelah 

perceraian sebagaimana dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang penulis kehendaki dalam penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan 

royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 

16/Pdt.G/2024/PTA.JK; 

2. Untuk mengetahui pembagian royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama 

setelah perceraian sebagaimana dalam Putusan Nomor 

16/Pdt.G/2024/PTA.JK. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis dari penulisan skripsi ini, yakni: 

1. Manfaat teoritis 

 Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

masyarakat mengenai objek harta bersama yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan sedangkan bagi bidang ilmu untuk menambah referensi 

serta bahan ilmu pengetahuan untuk menambah pengembangan dan kemajuan 

ilmu hukum. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Terhadap masyarakat 

 Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini agar 

masyarakat dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang 

dimanfaatkan oleh hakim dalam menetapkan royalti sebuah hak cipta 

sebagai harta bersama serta proses pembagian royalti hak cipta tersebut 

sebagai harta bersama. 

b. Terhadap pihak yang berperkara 

 Adapun bagi pihak yang berperkara agar mendapat keadilan dan 

kepastian hukum dalam pembagian royalti hak cipta yang menjadi objek 

harta bersama. 
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c. Terhadap penulis 

 Bagi penulis, manfaat praktis dari penelitian dan penulisan skripsi 

ini adalah agar dapat memperluas cakrawala berpikir dan sumber 

kepustakaan khususnya dalam kepustakaan hukum keluarga yang 

membahas mengenai harta bersama. 

 

E. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori sebagai 

landasan untuk menjawab permasalahan, yakni: 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

 Pertimbangan hakim berperan penting untuk dapat memanifestasikan nilai 

dari suatu putusan hakim yang di dalamnya terimplisit nilai-nilai keadilan dan 

juga kepastian hukum. Dalam putusan tersebut juga terkandung manfaat-

manfaat bagi pihak yang berperkara sehingga pertimbangan hakim harus 

disikapi dengan baik, cermat, dan teliti. Apabila suatu pertimbangan hakim 

tidak baik, cermat, serta teliti, maka putusan hakim yang asalnya dari 

pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi/Mahkamah Agung.15 

 Ketika memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan pembuktian yang 

mana hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang 

 
 15 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004, hlm. 140. 
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memutus perkara. Pembuktian ini penting dan bertujuan untuk memperoleh 

kepastian bahwa benar peristiwa atau fakta yang ada dalam perkara tersebut 

terjadi, sehingga terciptalah putusan hakim yang benar dan adil. Jika tidak 

ditemukan peristiwa tersebut memang nyata atau benar-benar terjadi, tidak 

dapat dibuktian kebenarannya, atau tidak ada hubungan hukum di antara pihak 

yang berperkara, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tersebut.16 

 Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim sebagai alat untuk 

menganalisis dasar-dasar seperti apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara perceraian. 

 

2. Teori Kepastian Hukum 

 Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat 

lagi difungsikan sebagai falsafah hidup bagi umat manusia. Sudiknno 

Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum ialah perlindungan secara 

hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, maksud dari tindakan 

sewenang-wenang ini adalah bahwa seseorang disinyalir akan mendapatkan 

sesuatu dalam keadaan tertentu. 17 

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Jan M. Otto yang mensyaratkan 

bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang 

memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara. 

 
 16 Ibid., hlm. 141. 

 17  Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1993, hlm. 1-2. 
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Pertanggungjawaban suatu keadilan dan kepastian hukum menjadi tolok 

banding kualitas hukum di suatu negara.18 Teori ini berkaitan dengan variabel 

penelitian proses pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama. Dengan 

teori ini diharapkan dapat menjawab variabel tersebut apakah sesuai dengan 

hukum yang seharusnya diimplementasikan atau belum sesuai.  

 

3. Teori Keadilan Distributif 

Menurut Gustav Radbruch, putusan hakim yang ideal ialah apabila 

putusan tersebut mengandung unsur-unsur gerechtigkeit (keadilan), 

zweckmassigkeit (kemanfaatan), dan rechtsicherheit (kepastian hukum) secara 

proporsional. Hukum wajib menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan 

agar peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai hukum yang 

hidup (living law) karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, 

tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.19  

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi 

Hukum Islam, keduanya menganut teori keadilan distributif. Menurut 

Aristoteles, teori ini memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan 

jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya 

berdasarkan kepada azas keseimbangan.20 Pada prinsipnya di Indonesia, bila 

 
 18 Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam 

Hukum Di Indonesia, MIMBAR YUSTITIA, Vol. 2 No. 2 Desember, 2018, hlm. 148. 
19  Radi Yusuf, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal 

Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 76. 
20 Ibid., hlm. 77. 
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terjadi perceraian jika tidak diatur melalui perjanjian perkawinan (prenup 

agreement), maka harta bersama dibagi menjadi 2 (dua), tidak 

mempermasalahkan atas nama siapa harta benda tersebut dibuat. 

Penulis menggunakan teori ini untuk meneliti apakah bagian dari masing-

masing pihak pada harta bersama yang berbentuk royalti hak cipta sudah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah putusan hakim tersebut sudah 

menerapkan teori keadilan distributif atau tidak. 

 

4. Teori Hak Kekayaan Intelektual  

Pengakuan hak cipta sebagai bagian dari hak milik intelektual secara 

filosofis lahir dari teori hukum alam (natural law). Sehingga seiring 

berkembangnya zaman, muncul sikap penghargaan dan penghormatan untuk 

melindungi kemampuan intelektual manusia karena produk yang dihasilkan 

mempunyai nilai ergonomis bagi masyarakat dan nilai ekonomis bagi 

Pencipta.  

Tamotsu Hozumi menyatakan pada Hak Kekayaan Intelektual, dikenal 2 

(dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.21 Hak moral adalah hak yang 

hanya melekat pada Pencipta saja dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya22, 

 
21  Tamotsu Hozumi, ASIAN Copyright Handbook Indonesian Version, Jepang: Asia Pasific 

Cultural Centre for UNESCO, 2006, hlm. 23.  
22 Henry Soelistyo, Op. Cit, hlm. 13. 
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sedangkan hak ekonomi ialah hak yang dapat dimiliki oleh Pencipta maupun 

pemegang hak cipta untuk dapat menerima hasil dari pemanfaatan hak cipta.  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan hak ekonomi karena sesuai 

dengan variable penelitian yakni royalti Hak Cipta. Hak ekonomi ini 

memberikan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk dapat menikmati 

hasil jerih payahnya dalam bentuk uang setelah produk Hak Ciptanya dipakai 

atau dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan teori ini, diharapkan dapat 

menjawab variabel tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum yang 

seharusnya diimplementasikan atau belum sesuai. 

 

F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas tentang 

dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti hak 

cipta sebagai harta bersama serta proses pembagian royalti hak cipta sebagai harta 

bersama berdasarkan hukum perkawinan dan hukum islam. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan 

cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang sumber datanya berasal dari 

data sekunder. Adapun data sekunder pada penelitian hukum normatif terdiri 
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dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian akan disusun secara sistematis yang 

kemudian akan dikaji untuk dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap hal yang 

diperoleh selama dilakukannya proses pembelajaran terhadap bahan-bahan 

kepustakaan. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui menelaah dan 

menganalisis seluruh undang-undang serta peraturan di bawahnya yang 

ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. 23  Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan pendekatan terhadap Kompilasi Hukum Islam, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual ini dilakukan melalui pemahaman dari 

pandangan-pnadangan dan doktrin-doktrin yang dikemukakan para ahli 

 
 23 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019, hlm. 82. 
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hukum,24  sehingga penulis dapat membangun suatu konsep yang dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan isu yang diangkat. 

 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan  kasus bertujuan untuk menganalisa implementasi atas 

norma atau kaidah hukum pada praktik hukum. Mengenai kasus yang 

diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah kasus pada Putusan 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

 Sumber bahan hukum merupakan segala hal yang dapat digunakan dan 

diperlukan dengan tujuan melakukan analisis terhadap hukum yang berlaku. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum, yakni: 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang dikeluarkan oleh 

lembaga negara, dapat berupa yurisprudensi yang sudah inkracht van 

gewijsde, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.25  Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

 
24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat: Mataran University, 2020, hlm. 67. 

 25  Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm. 26. 
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1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 

1847 tentang Burgerlijk Wetbook Voor Indonesie; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; 

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang 

Penilai Publik; 

9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2010; 

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; 
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11. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 

1622/Pdt.G/2023/PA.JB; 

12. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 

16/Pdt.G/2024/PTA.JK. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang 

tidak memiliki kekuatan, dan bersifat serta mempunyai fungsi sebagai 

penjelas dari bahan hukum primer. 26  Pada bahan hukum ini dapat 

diperoleh melalui buku-buku, jurnal, atau putusan hakim yang 

berhubungan dengan isu yang sedang diteliti. Contoh karya tulis ilmiah, 

kemudian hasil dari penelitian sejenis yang memiliki kaitan pada 

pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti hak cipta sebagai harta 

bersama. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder.27 Bahan hukum ini dapat diperoleh melalui ensiklopedia, 

 
 26 Nitaria Angkasa, dkk, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, Lampung: Laduny 

Alifatama, 2019, hlm. 57. 

 27 Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Thafa Media, 2020, 

hlm. 83-84. 
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kamus, koran, majalah, maupun internet yang berhubungan dengan isu 

yang sedang diteliti. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik 

pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan (library research) yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-

undangan, mempelajari bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam penelitian. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif 

(qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, persitiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. 

Penelitian ini berpatokan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan yang terlaksana dalam masyarakat.28 

Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena secara 

apa adanya. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

 
28 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105. 
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perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu 

dengan fenomena yang lainnya.29  

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa 

proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain sehingga penelitian dapat 

menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau 

dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang 

terjadi.30  

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Penelitian ini menerapkan teknik penarikan kesimpulan melalui metode 

induktif. Penaralan induktif adalah suatu penalaran untuk menarik suatu 

kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum 

berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. 31 

Penalaran ini memudahkan untuk memetakan suatu masalah sehingga dapat 

dipakai dalam masalah lain yang serupa.32  

 

 

  

 
29  Nana, Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006, hlm. 72. 
30 Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, 

Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 2-3. 
31  Otto Manurung, Kartono, Keterampilan Penalaran Induktif Deduktif Dan Kemampuan 

Representasi Matematis Siswa Pada Pembelajaran CTL Berbasis Hands On Activity, Unnes Journal of 

Mathermatics Education Research, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 156. 
32  Siti Aminah Nababan, Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Model 

Problem Based Learning, Genta Mulia, Vol. 9, No. 1, Januari, 2020, hlm. 9. 
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